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Bank Garansi adalah Jaminan yang diberikan oleh bank, bank menyatakan suatu 
pengakuan tertulis yang isinya menyetujui dan mengikatkan diri kepada penerima 
jaminan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Analisa uji kelayakan 
dan prinsip kehati-hatian bank menjadi tolok ukur untuk menghindari terjadinya 
wanpretasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Bank Garansi 
dalam perjanjian jasa konstruksi antara pemerintah daerah dengan kontraktor. 
Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris 
dengan data primer yang diperoleh dengan wawancara yang diperoleh langsung 
dari BPD Jateng Cabang Sragen dan Dinas Pekerjaan Umum dan data sekunder 
dari bahan-bahan kepustakaan. Metode pengumpulan data dengan studi lapangan 
dan studi kepustakaan dengan analisis data kualitatif.Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa (1) Mekanisme Bank Garansi dalam perjanjian jasa 
konstruksi antara pemerintah daerah dengan kontraktor (2) Problematika yang 
terjadi dalam pelaksanaan bank garansi. 
Kata Kunci: Bank Garansi, Wanprestasi 
ABSTRACT 
Bank Guarantee is a guarantee given by the bank, the bank declared a written 
charter that it approves and attach to the insured within a specified period and 
certain conditions. Analysis of feasibility and the precautionary principle become 
a benchmark bank to avoid wanpretasi. This study aims to investigate the 
implementation of a Bank Guarantee in the construction services agreement 
between local governments and contractors. This research method using 
empirical juridical approach with primary data obtained through interviews 
obtained directly from BPD Central Java Sragen Branch and the Department of 
Public Works and secondary data from literature materials. Data were collected 
by field studies and literature with kualitatif.Hasil data analysis of this study 
indicate that (1) Mechanism of Bank Guarantee in the construction services 
agreement between local government and the contractor (2) The problems that 
occurred in the implementation of the bank guarantee. 
Keywords: Bank Guarantee and Wanprestasi 
 
1. PENDAHULUAN 
Pada dewasa ini kian maraknya pembangunan pada sektor pemerintah 
daerah semakin meluas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 
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kemakmuran secara merata, jasa konstruksi mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam mengahasilkan prasarana dan sarana yang berfungsi mendukung 
pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang. Pembiayaan Proyek sebagai 
suatu pembiayaan dari berbagai macam-macam sumber keuangan yang diperlukan 
untuk menilai, mendirikan, dan mulai bekerjanya suatu proyek bermodal besar, 
dimana pinjaman untuk proyek tersebut biasanya diberikan oleh suatu sindikasi 
bank.
1
 Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yang dilaksanakan berupa 
pembangunan proyek-proyek sarana prasarana yang berwujud pembangunan dan 
rehabilitasi jalan-jalan jembatan, pelabuhan, irigasi, saluran-saluran air, 
perumahan rakyat maupun perkantoran dan lain sebagainya.
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Bank Garansi adalah Jaminan yang diberikan oleh bank, dalam arti pihak 
bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui dan 
mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu dan 
syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi 
kewajibannya kepada si penerima jaminan
3
. Dalam Bank Garansi yang bertindak 
sebagai penjamin adalah pihak Bank dan secara otomatis pihak Bank telah siap 
untuk menanggung resiko apabila yang terjamin telah melakukan hal bertentangan 
dengan apa yang telah ditetapkan atau wanprestasi.  
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana 
mekanisme bank garansi dalam perjanjian jasa konstruksi antara pemerintah 
daerah dengan kontraktor. Kedua, problematika apa yang muncul dalam 
pelaksanakan bank garansi dalam perjanjian jasa konstruksi antara pemerintah 
daerah dengan kontraktor. 
Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pelaksanaan ataupun 
meknisme bank garansi dalam perjanjian jasa konstruksi antara pemerintah daerah 
dengan kontraktor di BPD Jateng Cabang Sragen dan untuk mengetahui 
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problematika yang muncul dalam pelaksanaaan bank garansi dalam perjanjian jasa 
konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor dan pihak pemilik proyek. Manfaat 
penelitian ini adalah: Pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum 
khususnya ilmu hukum perdata khususnya dalam kajian bidang hukum Bank 
Garansi. Kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 
gambaran terhadap semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian bank 
garansi. 
 
2. METODE PENELITIAN  
Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang 
bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan studi lapangan yang 
berupa wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu 
metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam 
terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian 
generalisasi. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Mekanisme Bank Garansi Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Antara 
Pemerintah Daerah dengan Kontraktor di BPD Jateng Sragen 
Bank Garansi adalah Jaminan dari Penjamin yaitu Bank (guarantor) 
kepada pemberi proyek atau pemilik proyek (bouwheer) bahwa Bank Garansi 
merupakan suatu pelaksanaan agar suatu pekerjaan jasa konstruksi atau 
pemborongan proyek tersebut dapat dilaksanakan.  
Mekanisme pemberian Bank Garansi dapat dilihat secara umum yang 
disediakan oleh bank jateng sebelum dilakukan penerbitan bank garansi yaitu 
sebagai berikut: 
Pertama, kontraktor adalah nasabah yang mengajukan Bank Garansi 
kepada Bank Jateng dikarenakan kontraktor yang akan melakukan suatu pekerjaan 
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proyek konstruksi dengan pihak pemerintah daerah. Kedua, kontraktor harus 
mengajukan suatu permohonan jaminan Bank Garansi kepada Bank, kemudian 
pihak Bank melakukan prinsip kehati-hatiannya dan kontraktor menyetor dana 
berupa uang senilai nominal bank garansi serta memberikan jaminan lawan. 
Ketiga, setelah pengajuan permohonan Bank Garansi dan sudah diteliti oleh pihak 
Bank, kemudian pihak Bank memberitahukan kepada kontraktor bahwa 
pengajuannya telah diterima dan warkat Bank Garansi asli diserahkan kontraktor 
kepada pemilik proyek. 
Selanjutnya Keempat, apabila terjadi sesuatu yang merugikan pemilik 
proyek dengan sebab kontraktor melakukan wanprestasi, maka pemilik proyek 
dapat membawa bank garansi asli yang diserahkan sebelumnya ke bank untuk 
dicairkan. Kelima, pihak bank akan mencairkan warkat tersebut dengan 
memberikan ganti rugi dengan cara mencairkan jaminan lawan yang diserahkan. 
Keenam, dan jika kontraktor tidak melakukan wanprestasi maka pemilik proyek 
mengembalikan warkat bank garansi asli kepada kontraktor sehingga kontraktor 
dapat mengembalikan warkat tersebut kepada bank. 
Mekanisme Bank Garansi dalam perjanjian Jasa Konstruksi antara 
Pemerintah Daerah dengan Kontraktor di BPD Jateng Cabang Sragen dilihat 
secara spesifik  dengan pemenuhan syarat-syarat sebagai berikut: (a) Bagi 
permohonan Bank Garansi Penawaran wajib menyerahkan undangan lelang; (b) 
Bagi permohonan Bank Garansi Pelaksanaan wajib untuk menyerahkan fotocopy 
bukti pemenang lelang atau surat penunjukan serta fotocopy Surat Perintah Kerja 
(SPK) dan atau Kontrak Kerja (Jika sudah diterbitkan); (c) Bagi permohonan 
Bank Garansi Uang Muka wajib menyerahkan fotocopy kontrak kerja; (d) Bagi 
permohonan Bank Garansi pemeliharaan wajib menyerahkan fotocopy Surat 
Perintah Kerja (SPK) dan atau kontrak kerja serta menyerahkan fotocopy Berita 
Acara Serah Terima Penyelesaian pekerjaan; (e) Bagi permohonan Bank Garansi 
pembayaran wajib menyerahkan fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) dan atau 
Kontrak Kerja. 
Setiap pengajuan Bank Garansi bank selalu melakukan analisa kelayakan 
sebelum diberikannya jaminan bank garansi tersebut dipergunakan untuk siapa itu 
harus jelas untuk menghindari pemalsuan identitas kontraktor karena apa hal ini 
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menyangkut dengan jaminan yang akan dibayarkan terlebih dahulu kepada pihak 
pemilik proyek apabila kontraktor melakukan wanprestasi. Serta dengan tujuan 
dari pengajuan bank garansi tersebut dipergunakan untuk keperluan seperti apa 
harus jelas untuk memastikan penggunaan bank garansi sebagaimana tujuan 
diterbitkannya supaya  pemberian jaminan itu kedepannya dapat digunakan sesuai 
dengan permintaannya bukan disalah gunakan kewenangannya untuk keperluan 
yang lainnya. 
Dalam proses pemberian warkat kepada Kontraktor pihak terjamin atau 
Bank lebih menekankan pada fasilitas yang dinikmati oleh kontraktor tersebut 
kemudian dilampirkan sebagai tanda bukti pada saat pengajuan bank garansi 
kemudian pihak Bank melakukan Checking BI/BI Checking terlebih dahulu untuk 
melakukan pengecekan mengenai saldo atau keuangan dari pihak Kontraktor dan 
menurut beliau proses tersebut lebih mudah dibandingkan dengan jasa kredit 
proyek yang pengecekan dan penelitiannya lebih mendetail dan menyeluruh.  
Penulis menemukan suatu larangan yang menjadi acuan dalam pemberian 
bank garansi larangan dalam pemberian Bank Garansi pada BPD Jateng Cabang 
Sragen bahwa dalam pemberian Bank Garansi pihak BPD Jateng tersebut tidak 
menekankan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelarangan dalam 
pemberian jaminan akan tetapi pihak Bank beranggapan selama pemberian bank 
garansi tersebut dalam penggunaan warkat tidak menyimpang dari nama proyek 
yang telah diajukan atau penggunaan yang diluar proyek karena otomatis warkat 
tersebut tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya dikarenakan penggunaan 
yang dialih fungsikan tersebut. 
Penulis menemukan suatu larangan yang menjadi acuan dalam pemberian 
bank garansi larangan dalam pemberian Bank Garansi pada BPD Jateng Cabang 
Sragen bahwa dalam pemberian Bank Garansi pihak BPD Jateng tersebut tidak 
menekankan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelarangan dalam 
pemberian jaminan akan tetapi pihak Bank beranggapan selama pemberian bank 
garansi tersebut dalam penggunaan warkat tidak menyimpang dari nama proyek 
yang telah diajukan atau penggunaan yang diluar proyek karena otomatis warkat 
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tersebut tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya dikarenakan penggunaan 
yang dialih fungsikan tersebut. 
Kontra Garansi (Jaminan Lawan) yang diberikan di BPD Jateng cabang 
sragen tersebut hanya memberikan prosedur berupa Full Cover yang mana berupa 
materi seperti Tabungan, Deposito serta Asuransi dan jumlah nilai tunai yang 
telah dimasukkan sebelumnya dalam BPD Jateng sragen yang mana besar nilainya 
harus sama dengan nilai Bank Garansi itu sendiri apabila nilai garansi lebih besar 
dari nilai Deposito, Tabungan maupun Asuransi maka kontraktor tersebut harus 
menyetorkan sejumlah uang terlebih dahulu kepada Bank sesuai dengan nominal 
Bank Garansi.  
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pemberian 
Garansi oleh Bank dilihat pada Pasal 6 bahwa: “Bank dalam memberikan garansi 
harus mengadakan penilaian atas bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin”. 
Dalam hal ini kedudukan bank sangat berperan penting dalam masyarakat, 
sebagai lembaga keuangan yang melepaskan uangnya kepada masyarakat tentu 
bank harus bersikap hati-hati terutama untuk menilai tentang siapa yang patut 
untuk diberikan jaminan bank garansi apabila prinsip kehati-hatian ini sudah 
diterapkan sejak awal pengajuan bank garansi maka setidaknya kontraktor dapat 
terjamin pengembaliannya dalam jangka waktu yang ditentukan apabila suatu 
waktu ditemukan bahwa kontraktor tersebut wanprestasi. 
BPD Jateng Cabang Sragen seharusnya berpedoman pada prinsip 5’C yang 
mana itu merupakan tolok ukur yang digunakan oleh bank untuk menganalisis 
pengajuan jaminan bank garansi dari nasabah dan hal ini menjadi keharusan bagi 
BPD Jateng Cabang Sragen sebagai dasar dalam pemberian jaminan bank garansi 
yang bersangkutan dan mengurangi resiko yang akan terjadi dikemudian hari serta 
untuk memperoleh keyakinan bahwa nasabah mempunyai track record yang jelas 
maka dari itu bank harus melakukan penilaian yang saksama dengan melihat 
aspek 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition). 
Berbicara mengenai nominal bank garansi bahwa sudah ditentukan 
sebelumnya jika kontraktor melakukan pengajuan jaminan bank garansi harus 
memenuhi standart ketentuan nominal karena jika ternyata nilai nominal bank 
7 
 
garansi tersebut tidak memenuhi ketentuan pihak Bank maka tetap pengajuan 
tersebut ditolak karena pihak bank sendiri tidak mau mengambil resiko besar di 
masa depan jika kontraktor tidak dapat memenuhi prestasinya kepada pekerjaan 
jasa konstruksi yang telah disepakati sebelumnya. Dapat dilihat bahwa pengajuan 
tersebut dilakukan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) baik yang tercantum 
dalam kontrak kerja terkait dengan penyelesaian proyek yang dilakukan 
kontraktor terhadap pihak pemerintah daerah maka hal ini dapat dikatakan bahwa 
jaminan bank garansi ini berlaku sampai berakhirnya pekerjaan konstruksi 
tersebut. 
 Besarnya Nominal Bank Garansi maksimal 70% (tujuh puluh perseratus) 
dari Nilai proyek dan Jangka waktu Bank Garansi sesuai dengan Surat Perintah 
Kerja (SPK)/Kontrak Kerja/Jadwal penyelesaian proyek. Khusus Bank Garansi 
yang dijamin dengan Cash Collateral sebesar 100% (seratus perseratus) besarnya 
nominal Bank Garansi maksimal 100% (seratus perseratus) dari Nilai proyek.  
Mengingat bahwa Bank Garansi merupakan perjanjian ikutan (accessoir),maka 
jangka waktunya akan berakhir karena berakhirnya perjanjian pokok dan 
berakhirnya Bank Garansi dan batas akhir masa klaim sebagaimana ditetapkan 
dalam warkat Bank Garansi dimaksud. Dalam pemberian Bank Garansi 
penawaran atau Bank Garansi Pelaksanaan/UangMuka/Pemeliharaan/Lainnya 
sampai dengan Rp. 100.000.000; (Seratus juta rupiah) 
 Pada setiap penerbitan Bank Garansi dikenakan Provisi dan atau biaya 
administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus dibayarkan pada 
waktu penerbitan Bank Garansi. Atas pemberian Bank Garansi terhadap 
nasabahnya atau si terjamin, Bank akan menerima imbalan jasa dari si terjamin 
berupa sejumlah uang tertentu yang disebut provisi dan biasanya suatu provisi itu 
dihitung atas dasar presentase tertentu dari jumlah nominal jaminan Bank Garansi 
serta jangka waktunya. Selanjutnya, ketentuan mengenai besarnya biaya 
administrasi Bank Garansi diatur dalam Surat Keputusan tersendiri. 
Dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang masih atau sedang berjalan 
adakalanya Debitur dan Kreditur atau Debitur saja menghendaki perubahan 
syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit. Untuk keperluan perubahan 
terhadap syarat-syarat dan ketentuan perjanjian kredit yang sudah ditandatangani 
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para pihak Kreditur dan Debitur diperlukan  suatu cara yang disebut Amandemen 
atau addendum. Addendum atau amandemen merupakan teknik atau cara yang 
mudah untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian. Perubahan yang 
dilakukan adalah pasal-pasal yang tidak dirubah atau masih dipertahankan 
dianggap masih berlaku. 
3.2 Problematika Apa Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Bank Garansi 
Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Antara Pemerintah Daerah 
dengan Kontraktor 
 
Dalam pelaksanaan perjanjian jasa konstruksi antara kontraktor dengan 
Dinas Pekerjaan Umum/Pemerintah Daerah bahwa tidak selamanya kontraktor 
yang pada mulanya memiliki reputasi baik dan bonafiditas terjamin adakalanya 
kontraktor tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaan proyek dikarenakan 
suatu hal tertentu yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya suatu wanprestasi 
yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. 
Penerbitan garansi yang dilakukan oleh BPD Jateng Cabang Sragen ini 
harus mensyaratkan adanya jaminan lawan atau counter guaranty apabila Nasabah 
/Kontraktor/Bouwheer akan melakukan jaminan bank garansi kepada bank untuk 
mengantisipasi adanya resiko yang terjadi dikemudian hari dan yang mana 
nilainya telah ditentukan dan biasanya nilai tersebut sesuai dengan nilai jaminan 
yang tercantum sebelumnya didalam bank garansi Jaminan lawan yang menjadi 
ketetapan pada BPD Jateng Cabang Sragen hanya berupa Full Cover yaitu dalam 
bentuk Tabungan, Deposito dan Asuransi bukan dengan UnFullcover yang 
jaminan lawan nya itu dapat berupa tanah  dan atau bangunan dan kendaraan 
bermotor dan dengan Nominal Bank Garansi diatas 50.000.000; (lima puluh juta 
rupiah) wajib diansuransikan. Nilai jaminan Full cover tersebut sebesar 100% 
(seratus perseratus) BPD Jateng Sragen ini hanya menetapkan bentuk jaminan 
lawan berupa Full Cover atau bukan materi tersebut dianggap lebih mudah dan 
aman dalam pemberiannya. Dalam hal Jaminan lawan berupa materi atau 
Fullcover tersebut harus sesuai dengn penilaian dan pengikatan jaminan lawan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku disertai dengan tindakan-tindakan lainnya. 
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Pengaturan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principle) dapat 
dilihat dalam Pasal 25 undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
dimana dalam pasal tersebut terdiri dari 2 ayat berisi: (1) Dalam rangka 
melaksanakan tugas mengatur bank. Bank Indonesia berwenang menetapkan 
ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian; (2) 
Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan    
dengan Peraturan Bank Indonesia.  
Prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principle) perlu ditekankan 
bahwa BPD Jateng Cabang Sragen dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib 
bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan 
padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 
tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, 
bahwa perbankan indnesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi 
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dan dalam Pasal 29 ayat (2), 
(3) dan (4) Undang-Undang No 10 tahun 1998 yang mengandung prinsip kehati-
hatian.  
BPD Jateng Cabang Sragen kurang melakukan adanya suatu penelitian 
yang lebih detail dan terpirinci terkait dengan pengecekan yang dilakukan 
sebelum diberikannya jaminan bank garansi, bahwa telah dijelaskan dalam Surat 
Keputusan Direksi No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian 
Garansi oleh Bank yang telah disebutkan diatas bahwa BPD Jateng Cabang 
Sragen seharusnya harus melakukan tata cara tersebut sebelum memberikan 
persetujuan dalam hal jaminan Bank Garansi karena pengecekan yang dilakukan 
kepada Dinas Pekerjaan Umum tentang Track Record nasabah hanya sebatas 
konfirmasi pada pihak Dinas Pekerjaan Umum saja jika nasabah pemohonan Bank 
Garansi itu berada diluar daerah. Hal ini diperlukan untuk menjalani prinsip 
kehati-hatian bank yaitu 5’C yaitu character (watak), capacity (kemampuan), 
capital (modal), condition of economy (prospek usaha dari kreditur), collateral 
(agunan) dimana dapat kita ketahui bahwa prinsip ini saling terkait satu dengan 
yang lain.  
Penerapan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dalam 
seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan 
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perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap 
perekonomian secara makro. Selain itu implementasi prinsip prudential banking 
harus diterapkan secara menyeluruh, sehingga tidak hanya menyangkut masalah 
pemberian kredit, tetapi dimulai saat bank tersebut didirikan penentuan 
manajemen yang mememnuhi uji kecukupan dan kelayakan (fit and proper test) 
tidak bersifat seremonial. 
Ketentuan-ketentuan  yang wajib dilaksanakan oleh bank adalah penelitian 
dan penelaahan yang cermat dan seksama sebagaimana ketika akan memberikan 
kredit, antara lain melakukan:
4
 (1) Meneliti bonafiditas dan reputasi pihak yang 
dijamin; (2) Meneliti sifat dan menilai transaksi yang akan dijamin, sehingga 
dapat diberikan jaminan yang sesuai; (3) Meneliti jumlah garansi yang akan 
diberikan bank menurut kemampuan keuangan bank; (4) Apabila dalam surat 
kontrak dengan jelas dicantumkan bahwa untuk keperluan pelaksanaan atau 
realisasi kontrak tersebut oleh nasabah atau pemohon bank garansi diperlukan 
suatu surat jaminan bank, suatu kontrak tersebut harus diteliti kewajarannya dan 
dipastikan apakah bisa dipertanggungjawabkan; (5) Menilai kemampuan pihak 
yang akan dijamin untuk memberikan kontra jaminan lawan yang cukup sesuai 
dengan kemungkinan terjadinya resiko dan memastikan bahwa jaminan tersebut 
sedapat mungkin bersifat mudah dieksekusi. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Mekanisme Bank Garansi dalam Perjanjian Jasa Konstruksi antara 
Pemerintah Daerah dengan Kontraktor di BPD Jateng Cabang Sragen didahului 
dengan syarat-syarat yakni sebagai berikut: Pertama, bagi permohonan Bank 
Garansi Penawaran wajib menyerahkan undangan lelang. Kedua, permohonan 
Bank Garansi Pelaksanaan wajib untuk menyerahkan fotocopy bukti pemenang 
lelang atau surat penunjukan serta fotocopy surat perintah kerja (SPK) dan atau 
kontrak kerja (jika sudah diterbitkan). Ketiga, permohonan Bank Garansi Uang 





Muka wajib menyerahkan fotocopy kontrak kerja. Keempat, bagi permohonan 
Pemeliharaan wajib menyerahkan fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) dan atau 
kontrak kerja serta fotocopy berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan. 
kontraktor yang sudah menjadi nasabah bank tersebut dapat mengajukan 
permohonan Bank Garansi dan kemudian menyetorkan dana sejumlah nominal 
Bank Garansi dan kontraktor harus mempunyai simpanan dalam bentuk tabungan, 
deposito dan kemudian asuransi juga dapat dilakukan sebagai jaminan. 
Problematika yang muncul dalam dalam pelaksanaan Bank Garansi dalam 
Perjanjian Jasa Konstruksi antara Pemerintah Daerah dengan Kontraktor adalah 
wanpestasi. Wanprestasi dapat dihindari dengan berpegang teguh terhadap prinsip 
kehati-hatian (prudential principle) yang dimana prinsip tersebut adalah prinsip 
yang dilakukan bank guna menjaga tingkat kesehatan Bank karena bank 
merupakan lembaga keuangan yang tujuan utamanya adalah menghipun dana dari 
masyarakat dan kemudian Bank menyalurkan dana tersebut kembali kepada 
masyarakat. Dapat dilihat bahwa Bank melakukan analisa uji kelayakan dengan 
melihat the fives of credit atau 5 C yaitu seperti Character (watak), Capital 
(modal), Capacity (kemampuan), Collateral (jaminan), Condition of Economy 
(kondisi ekonomi). 
4.2 Saran  
Pertama, nasabah/kontraktor yang akan menjalankan proyek jasa 
konstruksi hendaknya menggunakan Bank Garansi yang diselenggarakan oleh 
Bank hal ini bertujuan agar saling meningkatkan kepercayaan antara 
nasabah/kontraktor dengan pemberi kerja bahwa kontraktor tersebut dapat 
menyelesaiakan prestasi serta untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi kepada 
pihak yang bersangkutan. 
Kedua, bank dapat menganalisa pemberian bank garansi dengan prinsip 
yang telah ditentukan sebagai tolok ukur agar terciptanya bank yang sehat dan 
memberikan perlindungan kepada masyarakat sebelum diberikan kepada nasabah/ 
kontraktor demi mengantisipasi terjadinya wanprestasi. 
Ketiga, masyarakat sekitar yang akan melakukan suatu pembangunan jasa 
konstruksi dan mempercayakan kepada kontraktor/pemborong lebih baik 
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menggunakan jaminan bank garansi untuk jaminan pelaksanaan dan menghidari 
adanya penipuan atau wanprestasi. 
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